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BAB I 

GAMBARAN UMUM 

DINAS KETAHANAN PANGAN 

 

A. GAMBARAN UMUM SKPD 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah merupakan Dinas yang 

bersifat koordinasi dan Program Wajib Pelayanan Dasar.  

Program Pembangunan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memberdayakan 

aparat dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan 

pangan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Lombok Tengah dijelaskan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan Dan Pelatihan, Terdiri Dari: 

A. Kepala Dinas. 

B. Sekretariat,dipimpin oleh Sekretaris terdiridari: 

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

C. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari: 

1 Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan  

2 Seksi Kerawanan Pangan 

D. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

1. Seksi Penganekaragaman Pangan 

2. Seksi Keamanan dan Mutu Pangan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lombok Tengah dijelaskan. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan 
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dan mengkoordinasikan kegiatan dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi  kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Dinas mempunyai fungsi 

(#) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang 

Dinas Ketahanan Pangan. 

(#) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, 

distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, 

distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan; 

c. Pengkoordinasianpenyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan 

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan; 

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang 

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

f. Pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; 

g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

(2). Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan 

bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan 

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. 

(#). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris 

mempunyai fungsi: 

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup 

Dinas; 

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas; 

c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas; 
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d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap 

Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas; 

e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, 

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 

f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; 

g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam 

melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; 

h. Pelaksanaan koordinasi,konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas 

kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ; 

i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, 

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 

j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

kesekretariatan; 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, 

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi 

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam  penyusunan program dan 

pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan 

perlengkapan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian; 

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi 

kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan 

perlengkapan; 

c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan; 

d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan 

inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas; 

f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas; 

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;  

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub  

Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, 

mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam 

pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan  dan 

Penetapan Kinerja lingkup Dinas; 

b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran  (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas; 

c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan 

penyebaran laporan data; 

d. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas; 

e. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan; 

f. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan; 

g. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang 

diterapkan; 

h. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan; 

i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan 

Perencanaan dan keuangan; 

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub 

Bagian; 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Paragraf 3 

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Pasal 10 

 

 (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangandipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokokmemimpin, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KepalaBidang Ketersediaan dan Kerawanan Panganmempunyai fungsi : 

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, disteribusi sumber daya 

dan kerawanan pangan; 

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, 

disteribusi sumber daya dan kerawanan pangan; 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, disteribusi sumber daya 

dan kerawanan pangan; 
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d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, disteribusi 

sumber daya dan kerawanan pangan; 

e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, disteribusi sumber daya 

dan kerawanan pangan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, 

disteribusi sumber daya dan kerawanan pangan; 

g. Pelaksanaanpengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 11 

(1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangandipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 

dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan 

dan pembinaanketersediaan dan distribusi pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Panganmempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 

b. Penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketersedian dan distribusi  pangan; 

d. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan; 

e. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; 

f. Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; 

g. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan 

konsumen untuk panel harga; 

h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; 

i. Penyiapan bahan pemantauan, Pelaksanaan pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal  12 

(1) SeksiSumber Daya Pangandipimpin olehKepala Seksi yang mempunyai 

tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan 

penyelenggaraanpendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 

ketahanan pangan lainnya. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Sumber Daya Panganmempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan 

infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi; 

c. Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi 

Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 

d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur; 

e. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 

ketahanan pangan lainnya; 

f. Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan 

(NBM) dan bahan penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan 

pangan; 

g. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan; 

h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan 

infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; 

i. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal  13 

(1) Seksi kerawanan pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokokmemimpin, melakukan penyiapan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta 

pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan 

pangan dan kerawanan pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi kerawanan pangan mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan 

pangan; 

b. Penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan 

pangan; 

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; 

d. Penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan (pangan pokok dan 

pangan pokok lokal); 

e. Penyiapan pemanfaatan cadangan pangan; 
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f. Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; 

g. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan 

gizi; 

h. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan; 

i. Penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan 

kerawanan pangan; 

j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

l.  

 

Paragraf 4 

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Pasal 14 

(1) Bidang Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokokmemimpin, melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan 

pangan; 

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi 

pangan dan keamanan pangan; 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan 

pangan; 

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan 

keamanan pangan; 

e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan 

pangan; 

f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal  15 

(1) Seksi Konsumsi Pangandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas pokokMelakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, 

dan evaluasi di bidang konsumsipangan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Seksi Konsumsi Panganmempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan; 

b. Penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan; 

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

konsumsipangan; 

d. Penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per 

tahun; 

e. Penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per 

kapita per tahun; 

f. Penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan 

keluarga; 

g. Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan; 

h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan; 

i. Pendampingan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; 

j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal  16 

(1) SeksiPenganekaragaman Pangandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokokmemimpin, penyiapan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi 

pangan dan pengembangan pangan lokal. 

2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Seksi Penganekaragaman Panganmempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman pangan dan 

pengembangan pangan lokal; 

b. Penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman pangan dan 

pengembangan pangan lokal; 

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal; 

d. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan 

Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; 

f. Penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat 

dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal; 
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g. Penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal; 

h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman 

pangan; 

i. Penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman pangan 

dan pengembangan pangan lokal; 

j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal  17 

(1) Seksi Keamanan dan Mutu Pangandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok memimpin, Melakukan penyiapan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan dan Mutu pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Seksi Keamanan dan Mutu Pangan, mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, 

pengawasan keamanan dan Mutu pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan 

dan Mutu pangan; 

b. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan dan Mutu pangan, 

pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan dan Mutu 

pangan; 

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

kelembagaan keamanan dan Mutu pangan, pengawasan keamanan pangan, dan 

kerja sama dan informasi keamanan dan mutu pangan; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar; 

e. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan dan mutu pangan segar; 

f. Penyiapan bahan jejaring keamanan dan Mutu pangan daerah (JKPD); 

g. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan dan Mutu pangan; 

h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan dan Mutu 

pangan, pengawasan keamanan dan Mutu pangan, dan kerja sama dan informasi 

keamanan dan Mutu pangan; 

i. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

Paragraf  5 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal  18 
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasal  19 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf C 

angka 3 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab 

kepada kepala Dinas; 

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub  Bagian yang 

mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan 

mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan 

keuangan.Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: 

l. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan  dan Penetapan 

Kinerja lingkup Dinas; 

m. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  

(RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas; 

n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data; 

o. penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas; 

p. pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan; 

q. penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan; 

r. pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan; 

s. pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan; 

t. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan 

keuangan; 

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; 
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v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

  

 

 

 

 



Penerimaan dan Pendistribusian Surat Masuk

Bidang/ Seksi SOP Waktu Output

Subbag Umum dan 
Kepegawaian

Penerimaan dan 
Pendistribusian Surat 
Masuk

1 Menerima surat masuk dan 
mengagendakan / mencatatkan 
surat pada Buku Agenda surat 
masuk 

Agenda Surat Masuk 2 Menit Registrasi Surat Masuk

Memberikan lembar disposisi 
untuk dinaikkan ke Sekretaris / 
Kepala Badan

Lembar Disposisi 1 Menit Surat masuk dan lembar 
disposisi

2 Memberikan disposisi/petunjuk 
arahan ke bidang pengolah, 
untuk surat-surat yang bersifat 
rutin 

Surat masuk dan disposisi 3 Menit Maksud / isi disposisi

Memberikan disposisi/petunjuk 
arahan ke bidang pengolah, 
untuk surat-surat yang bersifat 

Surat masuk dan disposisi 3 Menit Maksud / isi disposisi

3 Memilah surat yang telah 
diberikan disposisi sesuai 
arahan / isi disposisi

Surat masuk dan disposisi 2 Menit Surat diarahkan ke 
bidang - bidang 

4 Mendistribusikan surat yang 
telah dipilah untuk 
didistribusikan kepada masing - 
masing bidang 

Surat masuk dan disposisi 3 menit Surat diarahkan ke 
bidang - bidang 

Aktivitas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Surat Keluar

Bidang/ Seksi SOP Waktu Output

Subbag Umum dan 
Kepegawaian

SOPrat Keluar 1 Membuat konsep / draft / telahaan surat naik Dasar surat
10 menit

Draft surat keluar

2 Memeriksa konsep/draft/telahaan Draft surat keluar
5 menit

Draft surat keluar yg 
sudah di Paraf Kepala 
Bidang

3 Menerima konsep / draft / telahaan surat naik dari 
bidang pengolah 1 menit

4 Memeriksa konsep/draft/telahaan yang telah diparaf 
bidang pengolah dan memparaf Draft surat

Draft surat keluar yg sudah di Paraf 
Kepala Bidang 5 menit

Draft surat keluar yg 
sudah di Paraf Sekretaris

5 Memberikan tanda tangan  persetujuan/ 
Mengembalikan draft surat kepada bidang pengolah   

Draft surat keluar yg sudah di Paraf 
Sekretaris 3 menit

surat keluar yg sudah 
Tanda Tangan Kaban

6 Menerima surat yang telah di tanda tangan dari 
Kepala Badan 1 menit

Surat Keluar

Mencatat pada buku agenda surat keluar dan 
pemberian nomor surat 2 menit

7 Mendistribusikan surat dimaksud ke tujuan surat 
keluar

Surat Keluar 3 menit Tanda terima surat 
keluar

surat keluar yg sudah Tanda Tangan 
Kaban

Aktivitas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Administrasi Kepegawaian  Internal

Bidang/ Seksi SOP Waktu Output

Subbag Umum dan 
Kepegawaian

Administrasi 
Kepegawaian 
Internal

1 Memeriksa Buku Penjagaan Administrasi 
Kepegawaian

Buku Penjagaan Administrasi 
Kepegawaian

15 menit Daftar nama Pegawai 
yang akan Pensiun, 
Naik Pangkat, Naik Gaji 
Berkala

Menginformasikan kepada PNS yang bersangkutan 
untuk melengkapi Berkas persyaratan Administrasi 
Kepegawaian

Daftar nama Pegawai yang akan 
Pensiun, Naik Pangkat, Naik Gaji Berkala

5 Menit Berkas Persyaratan 
adm. kepegawaian

2 Memeriksa kelengkapan syarat administrasi 
kepegawaian dan membuat draft  surat pengantar 

Berkas Persyaratan adm. kepegawaian 30 Menit Berkas Persyaratan 
adm. Kepegawaian
Draft Surat Pengantar

Memeriksa draft  surat pengantar yang ditujukan 
kepada Bagian Pengadaan Mutasi dan Data ASN 

Berkas Persyaratan adm. Kepegawaian
Draft Surat Pengantar

5 Menit Berkas Persyaratan 
adm. Kepegawaian
Draft Surat Pengantar 
yg di paraf

3 Mengirim  surat pengantar beserta kelengkapan 
persyaratan administrasi kepegawaian yang 
ditujukan kepada Bagian Pengadaan Mutasi dan 
Data ASN 

Berkas Persyaratan adm. Kepegawaian
Draft Surat Pengantar yg di paraf

5 Menit Berkas Persyaratan 
adm. Kepegawaian 
Surat Pengantar yg di ttd

4 Menerima Usulan dan berkas kelengkapan 
persyaratan administrasi Kepegawaian

Berkas Persyaratan adm. Kepegawaian 
Surat Pengantar yg di ttd

14 Menit Daftar Tanda Terima

Aktivitas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Pengajuan cuti internal

Bidang/ Seksi SOP Waktu Output

Subbag Umum dan 
Kepegawaian

Pengajuan cuti 
internal

1 Mengajukan Permohonan Cuti Kepada Atasan 
Lansung

Surat Permohonan Cuti 30 menit Surat Permohonan Cuti

Menerima Pengajuan Permohonan Cuti Bawahan 
dan memberikan Persetujuan

Surat Permohonan Cuti 5 Menit Surat Permohonan Cuti 
yang sudah diberikan 
persetujuan

2 Memberikan Pertimbangan atas Permohonan Cuti 
Bawahan yang telah di setujui oleh atasan 
langsungnya

Surat Permohonan Cuti yang sudah 
diberikan persetujuan

5 Menit Surat Permohonan Cuti 
yang sudah diberikan 
Pertimbangan

Menerbitkan draft surat cuti Surat Permohonan Cuti yang sudah 
diberikan Pertimbangan

14 Menit Draft Surat Cuti

3 Menandatangani Surat Cuti dan menyerahkan 
kepada kasubag umum kepegawaian untuk 
dipedomani dan kepada yang bersangkutan untuk 
diketahui

Draft Surat Cuti 5 Menit pencatatan dan Arsip 
Administrasi 
Kepegawaian

Aktivitas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Pelaksanaan Pengadan,Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan pangan pada Kerawanan Pangan Yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Bidang/ Seksi SOP Waktu Output

Bidang Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan
1.

Pemohon mengajukan  permohonan bantuan 
cadangan pangan pemerintah

Surat Permohonan dan data 
calon penerima bantuan

30 menit Berkas pemohon

2. Petugas meneliti permohonan pemohon Berkas permohonan 30 menit Berkas hasil penelitan
3. Petugas melaporkan hasil penelitian berkas 

kepada Kepala Dinas
Berkas permohonan 30 menit Disposisi

4. Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim 
identifikasi untuk mengidentifikasi laporan

Surat Perintah Pelaksanaan 30 menit Disposisi

5. Tim identifikasi melaksanakan identifikasi ke lokasi 
pemohon

Format identifikasi 24 jam Data penerima bantuan

6. Tim identifikasi melaporkan hasil identifikasi 
kepada Kepala Dinas 

Data Penerima Bantuan 30 menit Laporan

7. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang 
Ketersediaan untuk melakukan intervensi

Surat Peritah 30 menit Disposisi

8. Kepala Bidang Ketersediaan menyalurkan bantuan 
kepada penerima bantuan

Disposisi pelaksanaan 24 jam Tersalurnya bantuan 
cadangan pangan 
pemerintah

Aktivitas Persyaratan/ Kelengkapan

Penyaluran Cadangan 
Pangan Pemerintah

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1-Jul-21
Tanggal Revisi 11-Jul-23
Tanggal Efektif 1-Aug-23
Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan Nama SOP Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran 
Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Yang 
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 1. Minimal SMU/ sederajat 

Pangan 2 Menguasai pengoperasian komputer
2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang 3 Menguasai/memiliki pengetahuan tentang tata cara penyaluran 

Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas cadangan pangan Pemerintah
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Keterkaitan SOP Peralatan Perlengkapan
1. SOP Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan 1. Perangkat Komputer

Kerentanan Pangan 2. Lemari Arsip
3. Kendaraan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Tidak terlaksananya penyaluran cadanga pangan ke masyarakat

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Ketahanan Pangan 



Pemohon
Tim 

Infestigasi 
dan intervensi

Kepala Seksi 
Kerawanan 

Pangan
Staf

Persyaratan/Kelengkapa
n

Waktu Output

1. Kepala Dinas memerntahkan kepada Kepala 
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan untuk 
membuat juklak ,juknis dan SK Tim Perifikasi dan 
intervensi tentang Penyaluran Cadangan Pangan 
Pemerintah

Surat Perintah 
Pelaksanaan Kegiatan

10 menit Disposisi

2. Kepala Bidang ketersediaan dan kerawanan 
pangan memerintahkan kepada Kasi Kerawanan 
pangan untuk membuat juklak,juknis dan 
membuat SK TIM Perifikasi dan intervensi tentang 
penyaluran cadangan pangan Pemerintah 

Disposisi dan surat 
perintah pelaksanaan 
kegiatan

10 menit Disposisi dan surat 
perintah pelaksanaan 
kegiatan

3. Kepala Seksi  kerawanan pangan  membuat 
juklak,juknis dan membuat SK TIM Perifikasi dan 
intervensi tentang penyaluran cadangan pangan 
Pemerintah 

Draf Pelaksanaan 
kegiatan

40 menit Draf pelaksnaan 
kegiatan

4. Pemohon mengajukan bantuan kepada Kepala 
Dinas 

Surat Permohonan 
bantuan

10 menit Berkas pemohon

5. Kepala Dinas memerntahkan kepada Petugas /Tim 
Identifikasi melaksanakan identifikasi ke lokasi 
pemohon

Berkas permhonan 24 jam Data hasil identifikasi

6. Petugas/Tim Identifikasi melaporkan hasil 
identifikasi kepada Kepala Dinas 

Berkas laporan 30 menit Hasil identifikasi

7. Bupati Lombok Tengah memerintahkan kepada 
Kepala Dinas untuk menyalurkan bantuan kepada 
pemohon

Surat Perintah 60 menit Disposisi

8. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala 
Bidang untuk menyalurkan /menyerahkan 
bantuan kepada pemohon

Disposisi 24 jam Bantuan diterima oleh 
pemohon

Mutu Baku

KeteranganNo. Aktivitas

Pelaksana

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,







Analisis Pola Pangan Harapan

Bidang/ Seksi SOP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

Bidang 
Penganekaragaman 
Konsumsi dan 
Keamanan Pangan
Seksi Konsumsi 
Pangan

Analisis Pola 
Pangan Harapan 

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Juknis, Surat Undangan, SK 
Pelaksana Kegiatan, Notulensi

5 jam Rekomendasi Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan

2. Permohonan data  konsumsi ke BPS Surat permohonan 2 Jam Data konsumsi berdasarkan susenas BPS 

3. Survey data konsumsi pangan oleh 
enumerator

Kuestioner 6 Jam per 
lokasi

Data primer konsumsi pangan

4. Pengumpulan dan tabulasi data oleh petugas 
pengumpul data

Data BPS dan hasil survey 3 Jam Data konsumsi pangan yang sudah 
ditabulasi

5. Verifikasi dan Analisis data oleh Tim analisis 
dan Penyusunan buku PPH 

Data konsumsi pangan yang sudah 
ditabulasi

12 Jam Data hasil analisis PPH 

6. Rapat  penetapan hasil analisis Hasil analisis PPH 5 Jam Hasil analisis PPH yang sudah ditetapkan

7. Penyusunan buku  PPH oleh Tim Analisis dan 
Penyusunan buku PPH

Hasil analisis PPH yang sudah 
ditetapkan

12 Jam Buku PPH

8. Perbanyakan buku PPH Buku PPH 48 Jam Buku PPH yang sudah diperbanyak
9. Penyebaran buku PPH kepada instansi terkait Buku PPH yang sudah diperbanyak 36 Jam Daftar penerimaan buku PPH

10. Pembuatan laporan kegiatan Hasil rapat, administrasi keuangan, 
dokumentasi

4 Jam Laporan kegiatan

Aktivitas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1 Juli 2021
Tanggal Revisi 11-Jul-23
Tanggal Efektif 1-Aug-23
Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Konsumsi Pangan Nama SOP Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per 
Kapita Per Tahun

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Untuk pengumpul dan tabulasi data

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); Minimal SMA/ Sederajat
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Dapat mengoperasikan komputer

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2016) Menguasai/ memiliki pengetahuan tentang analisis Pola Pangan 
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Harapan

Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 2. Untuk enumerator/ tenaga survey
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Minimal SMA/ Sederajat

Terampil dalam melakukan survey
Memiliki pengetahuan tentang komposisi dan konversi bahan makanan

3. Untuk Tim Analisis dan Penyusun Buku PPH
Minimal Sarjana (S1)
Menguasai/ memiliki pengetahuan tentang analisis Pola Pangan 
Harapan

Keterkaitan SOP Peralatan Perlengkapan
1. SOP Kegiatan 1. Perangkat Komputer

2.
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per 
Tahun 2. Petunjuk Teknis Analisis PPH 

3. Kuestioner dan data BPS
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : Diisi apabila ada kendala/ permasalahan setelah dilaksanakan 
1. Tidak terlaksananya analisis PPH 
2. Data PPH  tidak tersedia secara akurat

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Ketahanan Pangan 



Petugas 
Survey

Petugas 
Pengumpul 
 dan Entri

Tim 
Analisis

Staf Kasi Kabid Kedis Kelengkapan Waktu Output

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan 
Kegiatan

Juknis, Surat 
Undangan, SK 
Pelaksana Kegiatan, 
Notulensi

5 jam Rekomendasi 
Teknis 
Pelaksanaan 
Kegiatan

2. Permohonan data  konsumsi ke BPS Surat permohonan 2 Jam Data konsumsi 
berdasarkan 
susenas BPS 

3. Survey data konsumsi pangan oleh 
enumerator

Petugas Survey, 
Responden, Kuesioner

6 Jam per 
lokasi

Data primer 
konsumsi pangan

4. Pengumpulan dan tabulasi data 
oleh petugas pengumpul data

Data BPS dan hasil 
survey

3 Jam Data konsumsi 
pangan yang sudah 
ditabulasi

5. Verifikasi dan Analisis data oleh Tim 
analisis dan Penyusunan buku PPH 

Data konsumsi pangan 
yang sudah ditabulasi

12 Jam Hasil analisis PPH 

6. Rapat  penetapan hasil analisis Hasil analisis PPH 5 Jam Hasil analisis PPH 
yang sudah 
ditetapkan

7. Penyusunan buku  PPH oleh Tim 
Analisis dan Penyusunan buku PPH

Hasil analisis PPH yang 
sudah ditetapkan

12 Jam Buku PPH

8. Perbanyakan buku PPH Buku PPH 48 Jam Buku PPH yang 
sudah diperbanyak

9. Penyebaran buku PPH kepada 
instansi terkait

Buku PPH yang sudah 
diperbanyak

36 Jam Daftar penerimaan 
buku PPH

10. Pembuatan laporan kegiatan Hasil rapat, 
administrasi 
keuangan, 
dokumentasi

4 Jam Laporan kegiatan

Mutu Baku

KeteranganNo. Aktivitas

Pelaksana

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)

Bidang/ Seksi SOP Waktu

Bidang Ketersediaan dan 
Kerawan Pangan

Seksi Sumber Daya Pangan Penyusunan Neraca 
Bahan Makanan (NBM)

1. Mengajukan surat permohonan Enumerator kepada 
Dinas/Instansi terkait 

Surat  permintaan data personil calon 
enumeratorke Dinas Instansi terkait

3 jam

2. Pembuatan SK Pelaksana Kegiatan, SK Pengumpul dan 
Pengolah Data (Enumerator) dan Tim Penyusun 
Dokumen NBM

DPA kegiatan, peraturan/UU, data personil yang 
masuk dalam Tim

2 jam

3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Juknis, Surat Undangan, SK Pelaksana Kegiatan, 
Notulensi

4 jam

4. Permohonan data  produksi, pakan, bibit, tercecer, gizi, 
BDD expor/impor, industri pangan, stok beras dan data 
jumlah penduduk ke Dinas Instansi terkait

Surat  permintaan data ke Dinas Instansi terkait 2 Jam

5. Pengumpulan dan tabulasi data oleh petugas 
pengumpul data

Data angka sementara (Asem) dan angka tetap 
(Atap) dari Dinas/Instansi terkait tahun 
sebelumnya

10 hari

6. Rapat koordinasi dan singkroninasi data Angka 
Sementara (Asem) dan Angka Tetap (Atap)

Tabel data yang dikumpulkan dari Dinas/Instansi 
terkait 

5 jam

7. Pengolahan data dan penyusunan draft Neraca Bahan 
Makanan (NBM)

Data angka sementara (Asem) dan angka tetap 
(Atap) dari Dinas/Instansi terkait tahun 
sebelumnya

5 hari

8. Rapat verifikasi Draft Neraca Bahan Makanan (NBM) Draft Neraca Bahan Makanan (NBM) 5 jam

9. Penyempurnaan Draft Neraca Bahan Makanan (NBM) 
yang sudah difinalisasi

Draft Neraca Bahan Makanan (NBM) yang sudah 
difinalisasi

3 jam

10. Penyusunan buku  NBM oleh Tim  Penyusunan buku 
NBM

Neraca Bahan Makanan (NBM) yang sudah 
difinalisasi

3 hari

11. Penggandaan buku NBM Buku NBM yang sudah final 1 hari
12. Penyebaran buku/publikasi  NBM kepada instansi terkait Buku PPH yang sudah diperbanyak 1 hari

Aktivitas Persyaratan/ Kelengkapan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Output

Data personil Enumerator

SK Pelaksana Kegiatan, SK Pengumpul 
dan Pengolah Data (Enumerator) dan 
Tim Penyusun Dokumen NBM

Rekomendasi Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan
Surat Kepala Dinas

Data yang sudah ditabulasi

Data tetap yang disepakati bersama

Draft Neraca Bahan Makanan (NBM)

Draft NBM yang sudah final

Neraca Bahan Makanan yang sudah final

Buku NBM

Buku NBM yang sudah digandakan
Daftar penerimaan buku PPH

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1 Juli 2021
Tanggal Revisi 11-Jul-23
Tanggal Efektif 1-Aug-23
Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Bidang  Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Nama SOP Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Untuk pengumpul dan tabulasi data

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); Minimal SMA/ Sederajat
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dapat mengoperasikan komputer

dan Gizi Menguasai/ memiliki pengetahuan tentang analisis data
3. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015-2019
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 2. Untuk Tim Penyusun Dokumen NBM

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2016) Minimal Sarjana (S1)
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Menguasai/ memiliki pengetahuan tentang NBM

Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Keterkaitan SOP Peralatan Perlengkapan
1. SOP Kegiatan 1. Perangkat Komputer
2. SOP   Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.

3. Kuestioner dan data BPS
4 Surat Permohonan Personel ke Dinas Instansi Terkait
5. DPA Kegiatan, Peraturan Perundang-undangan dan SK Kepala Dinas
6. Angka Sementara dan Angka Tetap dari Dinas Instansi Terkait
7. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Dinas Instansi Terkait

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : Diisi apabila ada kendala/ permasalahan setelah dilaksanakan 
1. Tidak terlaksananya Penyusunan Dokumen NBM
2. Data NBM tidak tersedia 

Pedoman Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)  dari Pusat 
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI

Form 3 : Penulisan SOP NBM

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Lombok Tengah





Petugas 
Enumerator

Tim 
Penyusun

Kasi Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan surat permohonan 
Enumerator kepada 
Dinas/Instansi terkait 

Surat  permintaan 
data ke Dinas 
Instansi terkait

3 jam Data personil 
Enumerator

2 Pembuatan SK Pelaksana 
Kegiatan, SK Pengumpul dan 
Pengolah Data (Enumerator) dan 
Tim Penyusun Dokumen NBM

DPA kegiatan, 
peraturan/UU, data 
personil yang masuk 
dalam Tim

2 jam SK Pelaksana 
Kegiatan, SK 
Pengumpul dan 
Pengolah Data 
(Enumerator) 
dan Tim 
Penyusun 
Dokumen NBM

3 Rapat Persiapan Pelaksanaan 
Kegiatan

Juknis, Surat 
Undangan, SK 
Pelaksana Kegiatan, 
Notulensi

4 jam Rekomendasi 
Teknis 
Pelaksanaan 
Kegiatan

4 Permohonan data  produksi, 
pakan, bibit, tercecer, gizi, BDD 
expor/impor, industri pangan, 
stok beras dan data jumlah 
penduduk ke Dinas Instansi 
terkait

Surat  permintaan 
data ke Dinas 
Instansi terkait

2 Jam Surat Kepala 
Dinas

5 Pengumpulan dan tabulasi data 
oleh petugas pengumpul data

Data angka 
sementara (Asem) 
dan angka tetap 
(Atap) dari 
Dinas/Instansi 
terkait tahun 
sebelumnya

10 hari Data yang sudah 
ditabulasi

6 Rapat koordinasi dan 
singkroninasi data Angka 
Sementara (Asem) dan Angka 
Tetap (Atap)

Tabel data yang 
dikumpulkan dari 
Dinas/Instansi 
terkait 

5 jam Data tetap yang 
disepakati 
bersama

Mutu Baku
KeteranganNo. Aktivitas

Pelaksana



7 Pengolahan data dan 
penyusunan draft Neraca Bahan 
Makanan (NBM)

Data angka 
sementara (Asem) 
dan angka tetap 
(Atap) dari 
Dinas/Instansi 
terkait tahun 
sebelumnya

5 hari Draft Neraca 
Bahan Makanan 
(NBM)

8 Rapat verifikasi Draft Neraca 
Bahan Makanan (NBM)

Draft Neraca Bahan 
Makanan (NBM)

5 jam Draft NBM yang 
sudah final

9 Penyempurnaan Draft Neraca 
Bahan Makanan (NBM) yang 
sudah difinalisasi

Draft Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 
yang sudah 
difinalisasi

3 jam Neraca Bahan 
Makanan yang 
sudah final

10 Penyusunan buku  NBM oleh 
Tim  Penyusunan buku NBM

Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 
yang sudah 
difinalisasi

3 hari Buku NBM

11 Penggandaan buku NBM Buku NBM yang 
sudah final

1 hari Buku NBM yang 
sudah 
digandakan

12 Penyebaran buku/publikasi  
NBM kepada instansi terkait

Buku PPH yang 
sudah diperbanyak

1 hari Daftar 
penerimaan 
buku PPH



Sosialisasi Kegiatan

Bidang/ Seksi SOP Waktu Output

Bidang 
Penganekaragaman 
Konsumsi dan Keamanan 
Pangan
Seksi Konsumsi Pangan Sosialisasi Kegiatan

1. Pembuatan SK Panitia 
sosialisasi dan SK Narasumber

Daftar Pegawai 6 Jam SK Panitia dan 
Narasumber sosialisasi

2. Penyusunan jadwal, materi  
sosialisasi 

DPA, Juknis Kegiatan, modul/ refrensi 
tentang pemanfaatan pekarangan

12 Jam Jadwal tentatif, materi 
Sosialisi

3. Penyampaian surat kepada 
Narasumber dan kelompok 
tentang pelaksanaan dan 
jadwal sosialisasi

Surat, jadwal tentatif sosialisasi 8 Jam Tanda terima surat

4. Perbanyakan materi sosialisasi Materi sosialisasi 15 Menit Materi sosialisasi

5. Pelaksanaan sosialisasi Daftar Hadir Peserta dan Narasumber, 
Materi sosialisasi, spanduk, sound 
sistem, proyektor, berkas SPJ, kamera

6 Jam per lokasi SPJ sosialisasi

6. Penyusunan Laporan Sosialisasi Dokumen sosialisasi, Foto-foto 
Dokementasi

2 Jam Laporan 

Aktivitas Persyaratan/ Kelengkapan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 31 September 2017
Tanggal Revisi 11-Jul-23
Tanggal Efektif 1-Aug-23
Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Konsumsi Pangan Nama SOP Sosialisasi Kegiatan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Untuk Panita

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); Minimal SMA/ Sederajat
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Dapat mengoperasikan komputer

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2016) Mampu mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang 2. Untuk Narasumber

Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Minimal Sarjana (S1)
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Menguasai dan mampu menyampaikan materi sosialisasi

Keterkaitan SOP Peralatan Perlengkapan
1. SOP Kegiatan 1. Perangkat Komputer

2. Materi Sosialisasi
3. Spanduk, sound sistem, proyektor, berkas SPJ, kamera

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : Diisi apabila ada kendala/ permasalahan setelah dilaksanakan 
1. Tidak terlaksananya sosialisasi
2. Kelompok sasaran tidak memiliki pengetahuan tentang kegiatan

yang dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Lombok Tengah



Panitia Narasumber Kasi Kadis Kelengkapan Waktu Output

1. Pembuatan SK Panitia sosialisasi 
dan SK Narasumber

Daftar Pegawai 6 Jam SK Panitia dan 
Narasumber sosialisasi

2. Penyusunan jadwal, materi  
sosialisasi 

DPA, Juknis Kegiatan, 
modul/ refrensi tentang 
pemanfaatan pekarangan

12 Jam Jadwal tentatif, materi 
Sosialisi

3. Penyampaian surat kepada 
Narasumber dan kelompok 
tentang pelaksanaan dan jadwal 
sosialisasi

Surat, jadwal tentatif 
sosialisasi

8 Jam Tanda terima surat

4. Perbanyakan materi sosialisasi Materi sosialisasi 15 Menit Materi sosialisasi

5. Pelaksanaan sosialisasi Daftar Hadir Peserta dan 
Narasumber, Materi 
sosialisasi, spanduk, sound 
sistem, proyektor, berkas 
SPJ, kamera

6 Jam per lokasi SPJ sosialisasi

6. Penyusunan Laporan Sosialisasi Dokumen sosialisasi, Foto-
foto Dokementasi

2 Jam Laporan 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,

No. Aktivitas
Mutu Baku

Keterangan



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerinta (LAKIP)

Waktu Output
Sub Bag Perencanaan dan 
Keuangan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (LAKIP)

1 Rencana penyusunan LAKIP 
Dinas Ketahanan Pangan

Lembar rencana penyusunan LAKIP  Dinas 
Ketahanan Pangan

3 jam Lembar penyusunan 
LAKIP Dinas Ketahanan 
Pangan terencan

2 Persiapan permintaan data 
capaian kinerja tahunan

Surat permohonan data 3 jam Surat permohonan 
data siap 
didistribusikan

3 -   
 -

Pengumpulan data
Input data capaian kinerja 
tahunan

Lembar penyusunan capaian kinerja TW I s.d 
IV Bidang dan Sekretariat

5 jam Lembar laporan 
capaian kinerja 
tahunan Dinas 
Ketahanan Pangan   
terisi lengkap

4 Penyusunan LAKIP Dinas  
Ketahanan Pangan

Lembar LAKIP Dinas Ketahanan Pangan yang 
telah terisi lengkap

12 jam Dok.LAKIP Dinas 
Ketahanan Pangan 
tersusun lengkap

5 Permohonan 
penandatanganan LAKIP 
Dinas Ketahanan Pangan

Dok LAKIP Dinas Ketahanan Pangan  yg telah 
tersusun lengkap

5 menit Dok. LAKIP Dinas 
Ketahanan Pangan   
siap disampaikan

6 Penandatanganan dokumen 
Lakip Dinas Ketahanan  
Pangan

Dok LAKIP Dinas Ketahanan Pangan yg telah 
siap disampaikan

5 menit Arsip

7 Pengelola Laporan menjilid 
dan mengarsipkan Dok. LAKIP

Dok LAKIP Dinas Ketahanan Pangan yg telah 
siap disampaikan

5 menit Arsip

Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kabupaten Lombok Tengah,

AKTIVITAS Ket.Bidang/Seksi SOP
MUTU BAKU

Persyaratan



Pengelola 
Laporan

Subag 
Perencanaan 
dan keuangan

KABID / SEK / 
Para Kasi

Tim 
Penyusun 

LAKIP

KEPALA DINAS 
PUESDM

Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Rencana penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan 
Pangan

Lembar rencana 
penyusunan 
LAKIP  Dinas 
Ketahanan 
Pangan

3 jam Lembar 
penyusunan 
LAKIP Dinas 
Ketahanan 
Pangan terencan2 Persiapan permintaan data capaian kinerja 

tahunan
Surat 
permohonan 
data

3 jam Surat 
permohonan 
data siap 
didistribusikan

3 Pengumpulan data
Input data capaian kinerja tahunan

Lembar 
penyusunan 
capaian kinerja 
TW I s.d IV 
Bidang dan 
Sekretariat

5 jam Lembar laporan 
capaian kinerja 
tahunan Dinas 
Ketahanan 
Pangan   terisi 
lengkap

Penyusunan LAKIP Dinas  Ketahanan Pangan Lembar LAKIP 
Dinas 
Ketahanan 
Pangan yang 
telah terisi 
lengkap

12 jam Dok.LAKIP Dinas 
Ketahanan 
Pangan 
tersusun lengkap

5 Permohonan penandatanganan LAKIP Dinas 
Ketahanan Pangan

Dok LAKIP 
Dinas 
Ketahanan 
Pangan  yg 
telah tersusun 

5 menit Dok. LAKIP 
Dinas 
Ketahanan 
Pangan   siap 
disampaikan6 Penandatanganan dokumen Lakip Dinas 

Ketahanan  Pangan
Dok LAKIP 
Dinas 
Ketahanan 
Pangan yg telah 

5 menit Dokumen Lakip 
Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

7 Pengelola Laporan menjilid dan 
mengarsipkan Dok. LAKIP

Dokumen Lakip 
Dinas 
Ketahanan 
Pangan 
ditandatangani

5 menit Arsip

PELAKSANA MUTU BAKU

Ket.No. AKTIVITAS

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

mulai

selesai

Tidak

Ya



1.
2.

pemerintah daerah
3. Peraturan pemerintah no.8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan 

pengedalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4.

-
-
-
- SOP laporan Bulanan dan Triwulan

pagu anggaran yang ada di dinas

Pencatatan & Pendataan

SOP Renstra - Komputer/printer
SOP Penyusunan Program kerja (RENJA) - Jaringan komputer
SOP LKJ dan LPPD

Permendagri no.13 tahun 2006 tentag pedoman penatausahaan keuangan daerah          

Peralatan/ Perlengkapan

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
(LAKIP)

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Menguasai peraturan dan perundang-undangan

Kualifikasi Pelaksana 

Undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan - Menguasai komputer

11-Jul
Tanggal Efektif 1-Aug-23
Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

31 September  2017
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas  Ketahanan Pangan

SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum 

Keterkaitan

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, akan menghambat dalam menyusun kegiatan dan

Tanggal Revisi

Nama SOP

- Min D3/S1



Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas) 
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara 
mengatasinya

14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan



mulai

selesai

Tid
ak

Y
a



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
DINAS KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN LOMBOK TENGH 

Jln. Gajah Mada No.126 Praya.Kabupaten Lombok Tengah 

 

STANDAR PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
 

NO JenisPelayanan  

Persyaratan Sistem,Mekanismedan 
Prosedur 

Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif Produk Layanan Penanggung Jawab 

1 Pemberian alat dan 
Pelatihan Pengolahan 
Pangan Lokal  

A.PersyaratanTehnis 
 
- Kelompok Wanita Tani 

mengajukan proposal 
bantuan alat pengolahan 
pangan local 

- Memiliki produk olahan yang 
berbahan baku pangan local 

- Kontinyu memproduksi 
olahan pangan local 

- Mempunyai anggota 
kelompok sebagai peserta 
pelatiahan 

 
 
 
 
 
 
 
B.PersyaratanAdministrasi: 
1. Asli Proposal 
2. .... 

1. Membuat proposal 
untuk diajukan ke Dinas 
Ketahanan Pangan  

2. Kelompok Wanita Tani 
memiliki jumlah anggota 
minimal 20 orang 

3. Siap untuk diseleksi oleh 
Dinas Ketahanan Pangan  

4. Produk yang dihasilkan 
mampu meningkatkan 
kesejahteraan keluarga 

5. Melaksanakan praktik 
pengolahan pangan 
lokan yang berbahan 
baku non beras dan non 
terigu 

4 jam 
 
 
2 jam 
 
 
2 jam 
 
2  jam 
 
 
4 jam 

Tidak ada 
biaya 

Alat Pengolahn 
hasil 
Keterampilan 
Wanita  Kelompok 
Tani 

Sitre, SP 
087864630300 



 

NO JenisPelayanan Komponen 

Persyaratan Sistem,Mekanisme 
danProsedur 

Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

2 Pelayanan Pemberian 
Bantuan Cadangan 
Beras Pemerintah 

A. PersyaratanTehnis 
1. Keputusan   PD    tentang 

PenetapanSP 
2. Dokumentasi/FotoKegiatanPem

bahasanSP 
3. Berita Acara atau Notulen 

HasilPembahasanSPyangditan
datanganiolehPimpinanRapatda
nminimal3(tiga)orangperwakilan 
rapat 

1. PD 
mengajukansurat
permohonanpeng
esahan SPkepada 
SekretarisDaerah 
Up. 
BagianOrganisasi; 

2. JPmemerimadanmen
catatsurat 
dinasdanmemberikan
lembardisposisi 

3. KabagOrganisasimem
berikan 
disposisikepadaKasub
bagyangmembidangi
nya 

4. Kasubbagmemeriksa
dokumenkelengkapa
n
danpenyusunanStand
arPelayanan 

5. membuat telahan 
staf
 kepada
Bupati 

6. Membuat surat 
balasan dan  atau 

5 (lima) 
harikerja 

TanpaDi
pungutBi
aya 

LembarPengesah
anBupatiStandar
PelayananPD 

Penanganan Pengaduan pada jam dan 
harikerjamelalui: 
1. SMS:087865335808(KasubbagKetatala

ksanaan); 
2. KotakAprisiasi/Saran/Kritik 
3. Website: 

4. Email:bagianorganisasiloteng@gmail.co

m  

  B. PersyaratanAdministrasi: 
1. Asli  Surat

 PermohonanPimpinan
PD 

2. Aslidan2lembarhardcopyKeputu
sanPDlengkapdenganLampiran
SPdan1sofcopySP 

3. FotoCopy1lembarDokumentasi, 
Berita Acara atauNotulen 
danUndangan 

   

mailto::%20bagianorganisasiloteng@gmail.com
mailto::%20bagianorganisasiloteng@gmail.com
mailto::%20bagianorganisasiloteng@gmail.com


 
   pemberitahuanlisank

epada PD; 
7.JPmenyampaikanlemba

rPengesahanBupati
 dan 
meminta
 tanda
terima 

    

NO JenisPelayanan Komponen 

Persyaratan Sistem,Mekanisme 
danProsedur 

Waktu 
Penyelesaian 

BiayaTarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

3 PenyediaanNarasumb
er
 Dari
BagianOrganisasi 

1.SuratResmiPermintaanasistensi/b
imtekdariPDmenjelaskanmater
i(TermofReferensi). Jadwal dan 
, 
tempatpelaksanaankegiatanser
tajumlahpeserta 

Tersedianyapejabatdanpetugasyan
gkompetenpadawaktuyangditentuk
an 

1. PD 
menyampaikansuratre
smipermintaanasistens
i/bimtek 
yangmenjelaskan 
materi,waktu, tempat 
danjumlahpeserta; 

2. Kepala
Bagianmemberikandisp
osisikepadapejabatyang
kompeten 
untukmemenuhipermin
taanpenyediaan  
narasumber 

3. Informasidisampaikank
epadaPDmelaluisuratre
smiatauteleponataume
diaemailtentangkesedia
annyapalinglambat2 
hari 

4. Pejabat
/petugasmenghadirikeg
iatantersebut  dengan 
membuktikanSuratTuga
s 

2harikerja Tanpadi
pungutBi
aya 

Penyampaianmateri/
paparan/makalah 

PenangananPengaduanpadajamdanh
arikerjamelalui : 
1.  SMS:087865335808 
(KasubbagKetatalaksanaan); 
2. KotakAprisiasi/Saran/Kritik 
3. Website; 
4. Email:bagianorganisasiloteng@gmai

l.com 

No JenisPelayanan KOMPONEN 

mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com


 
  Persyaratan Sistem,Mekanisme 

danProsedur 
Waktu 

Penyelesaian 

Biaya/Tarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

4 Konsultasi Bidang 
Tugas
 Bagian
Organisasi 

1. Surat Resmi yang berisi 
materikonsultasi,waktukunjung
andan nomor kontak yang 
dapatdihubungidanditujukanke
padaSekretarisDaerahUp.Bagia
nOrganisasiSetdaKab. Lombok 
Tengah 

2. Penggunalayanandapatlangsun
g ke Bagian OrganisasiSetda 
Kab. Lombok TengahLantai 
IIKomplek Kantor 
BupatiLombok 
Tengahdanmenjelaskantujuank
onsultasi 

1. PDmenyampaikansuratr
esmitentangkonsultasi,
waktu 

kunjungan
 kepada
SekretarisDaerahUp.Ba
gian Organisasi 
SetdaKab. Lombok 
Tengah 

2. Sekda,AsistenIVmendis
posisi
 kan
kepadaKepalaBagianO
rganisasi; 

3. KepalaOrganisasidanata
upejabatyangditunjukm
elaksanakantugas
 memberikan
konsultasi 

4. Memberitahukanmelalu
iSuratResmidanatau 
telepon/hp 
/mediaeletronik lainnya 
tentang kesedian 
menerima
 dan
memberikankonsulitasi 

1. 2 (dua) 
harikerja 

1 (satu) 
hari(catat
anpenggu
napelayan
andatangs
endiri) 

Tanpadi
pungutbi
aya 

Saran, Masukan 
,pertimbangan.solusi
dan 
rekomendasiterhada
ppermasalahanyangd
ikonsultasikan 

PenangananPengaduanpadajamdanh
arikerjamelalui : 
1.  SMS:(KasubbagKetatalaksanaan); 
2. KotakAprisiasi/Saran/Kritik 
3. Website 

:organisasi.samarindakota.go.idko
nten Pengaduan dan
 KlinikOrganisasi; 

4. Email:bagorsd@gmail.com 

nO JenisPelayanan KOMPONEN 

Persyaratan Sistem,Mekanisme 
danProsedur 

Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

5 Layanan
 Pengaduan
PelayananPublik 

1.Masyarakatmenyampaikanpenga
duansecaratertulisdengan 
memuat minimal 
namadanalamatlengkap,uraian
pelayananyangtidaksesuaideng
an standar pelayanan 
danuraiankerugianmaterialdani
nmaterialditujukankepadaSekr
etarisDaerahUp.Bagian 
Organisasi        Setda        Kab 

1. Pengguna  
layananpengaduanmen
yampaikantertuliskepad
a 
SekretarisDaerah Up. 

BagianOrganisasiSetdaK
ab. Lombok Tengah 

2. Sekda , Asisten 

1. Pengaduanda
lam 
bentuktertuli
sditindaklanj
uti1hari 

2. Pengaduanlis
an 
ditindaklanju
ti 

Tanpadi
pungutdi
bayar 

Tindak 
lanjutpenyel
esaianpenga
duan 

PenangananPengaduanpadajamdanh
arikerjamelalui : 
1.  SMS:(KasubbagKetatalaksanaan); 
2. KotakAprisiasi/Saran/Kritik 
3. Website 

:; 
4. Email:bagianorganisasiloteng@gmai

l.com 

mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com


IIImendisposisikan sesuaidenga
n 



 
  Lombok 

Tengahdanataukotakpengadua
n 

2.Penggunalayanandapatlangsung 
ke Bagian OrganisasiSetda Kab. 
Lombok TengahLantai 
IIBalaiKotaJalanBalaiKab. 
Lombok Tengah dan 
menyampaikanpengaduanseca
ralisandilengkapdenganfotocop
ybuktipendukungpengaduanse
banyak1lembar 

kepadaKepalaBagianOr
ganisasi; 

3. Pejabatataupetugasyan
g
 ditunjukmenanganipen
gaduanuntukmenerima,
mencatat  dan 
meregistrasikan
 ke
dalam buku 
pengaduanataudataele
ktronik. 

4. Pejabatataupetugasyan
gditunjukuntukmenerus
kankepadapejabat yang 
membidangi         untuk 
menindak
 lanjuti
pengaduan 

5. Menyampaiaktertulisha
sil
 penyelesaian
pengaduanmelaluisurat
resmidanataumediaele
ktronik 

6. Pengguna
 layanan
datanglangsungdanmen
yampaikanpengaduann
yakepadapetugasdan 
tempatygditunjuk
 sebagai
penyelenggaraanpenga
duan. 

permasalah
pengaduan. 

   

NO JENISPELAYANAN KOMPONEN 

Persyaratan Sistem,Mekanisme 
danProsedur 

Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

6 PenyusunanAnalisisJa
batanDan 
AnalisisBebanKerja 

a. PersyaratanTehnis 
1. Data Peta Jabatan

danUraian Tugas 
2. TufoksiPD/UnitKerja 

1. 
PDmengajukansuratpe
rmohonanpenyusunan    
analisis 
jabatandanbebankerja  

22hari kerja Tanpadi
pungutbi
aya 

HasilAnalisisJ
abatan 
danAnalisis 
BebanKerja 

PenangananPengaduanpadajamda
nharikerjamelalui: 
1.SMS: 

(Kasubbag 
Kelembagaan); 



yang  ditujukan 



 
  B.Persyaratan 

Administrasi:SuratAsliPermohon
anPDtentang
 permintaan
 AnalisisJabatandanA
nalisisBebanKerja 

kepadaSekretarisDaer
ahCq.BagianOrganisa
si; 

2. JPmenerimadanmenca
tatsuratdinasdan
memberikanlembar 
disposisi; 

3. Kabag
Organisasimemberikan
disposisikepada 
Kasubbag 
yangmembidanginya; 

4. Kasubbagmemerintahk
an  TimKerja 
 untuk 
melaksanakanpenyusu
nan Anjabdengan
 berkoordinasi
denganPD ; 

5. Hasil Anjab 
yangdilaksanakan Tim 
Kerjadisampaikankepad
aKasubbag; 

6. Kasubbagmembuatsur
attentanghasilAnjab ke 
PD 
untukditindaklanjuti. 

   2. KotakAprisiasi/Saran/Kritik 
3. Web 
4. Email: 

bagianorganisasiloteng@gmail.c
om 

NO JENISPELAYANAN KOMPONEN 

Persyaratan Sistem,Mekanisme 
danProsedur 

Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

7 PenetapanSusunanOr
ganisasidanTataKerja
KelembagaanPD(Peru
bahanSOTK PD) 

1. Asli Surat Resmi 
PermintaanPerubahanSOTK
PD 

2. Data Pendukung 
KajianTehnis 
/NaskahAkedemik 
masing –masing1 
rangkap 

1. PDmengajukansurat
resmi 
perubahanSOTKyang
 ditujukan 
kepadaSekretarisDae
rahCq.BagianOrganis
asi; 

2. JPmenerimadanmenc
atatsuratdinas 
danmemberikanlemb
ar disposisi; 

30hari kerja Tanpadi
pungutbi
aya 

Draf Produk 
HukumPerubahan 
SOTKPD 

Penanganan Pengaduan pada 
jamdanharikerja melalui: 
1.SMS: 

(KasubbagKelembagaa
n); 

2. KotakAprisiasi/Saran/Kritik 
3. Web 

: 
4. Email:bagianorganisasiloteng@g

mail.com 

mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagianorganisasiloteng@gmail.com
mailto:bagianorganisasiloteng@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com
mailto:bagorsd@gmail.com


 
   3. KabagOrganisasime

mberikan 
disposisikepadaKasu
bbagyangmembidang
inya; 

4. Kasubbagmemerintah
kan 
TimKerja untuk 
melaksanakankajiand
an
 menyusun
perubahanSOTKKele
mbagaan; 

5. Melaksanakanrapatko
ordinasikepadainstan
si terkait 

6. Kepala  
 BagianOrgani
sasimenyampaikantel
ahanstafkepadaBupat
i
 Samarindaun
tuk
 pertimbangan
danpersetujuan 

7. Kasubbagmenyusund
raftprodukhukumperu
bahanSOTK 
kepada
 Bagian
Hukum 

8. Kasubbagmenyampai
kaninformasi kepada 
PDPengusulapabilap
ermohonantidakdiset
ujui. 

    

NO JENISPELAYANAN KOMPONEN 

Persyaratan Sistem,Mekanisme 
danProsedur 

Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

8 PenetapanPerubahan 
/PenambahanNomenk
altur
 Jabatan
Fungsional 

1.DataPetaJabatandanUraianTu
gasbesertahasilanjabdan 
abk 

1.PDmengajukansuratper
mohonanperubahan/p
enambahan
 nomenklatur 
jabatan     fungsional 

5harikerja Tanpadi
pungutbi
aya 

Hasil Perubahan 
/Penambahan
NomenklaturJ
abatan 
Funngsionalsesuai 

PenangananPengaduanpadajamda
nharikerja melalui: 
1.SMS: 

(Kasubbag 
Kelembagaan); 



 
  2. KeputusanPimpinanPDtenta

ngpenempatandannamajaba
tan 

3. SuratAsliPermohonanPDtent
angpermintaanperubahanno
menklaturnamajabatanfungs
ional 

yang ditujukan 
kepadaSekretarisDae
rahCq.BagianOrganis
asi; 

2. JPmenerimadanmenc
atat surat 
dinasdanmemberikanl
embar disposisi; 

3. KabagOrganisasime
mberikan 
disposisikepadaKasu
bbagyangmembidang
inya; 

4. Kasubbagmemerintah
kan 
TimKerja untuk 
melaksanakananjabd
an abk 
berkoordinasidengan
PD; 

5. HasilAnjabyangdilaks
anakanTimKerjadisa
mpaikankepadaKasu
bbag; 

6. Kasubbagmembuatsu
rattentanghasilAnjab 
ke PD 
untukditindaklanjuti. 

  AnalisisJabatandan 
Analisis 
BebanKerja 

2. KotakAprisiasi/Saran/Kritik 
3. Web 

:; 
4. Email:bagianorganisasiloteng@g

mail.com  

NO JENISIPELAYANAN KOMPONEN 

Persyaratan Sistem,Mekanisme 
danProsedur 

Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif ProdukLayanan PenangananPengaduan 

9 PendampinganPenyus
unan 
 Sakip(
LaporanKinerjaPD,Pe
netapan Kinerja 
,PengukuranKinerja, 

a. RenstraPD 
b. Dokumen

PelaksanaanAnggaran 

c. DrafPerjanjianKinerja 
d. DrafIndikatorKinerja

Utama 

a.PDmengajukansuratper
mohonanuntuk 
pendampinganpenyu
sunanSAKIPyang
 ditujukan 
kepada       Sekretaris 
Daerah Kota 

120
 menit
setiap 
 perD
okumenSAKIP 

Tanpadi
pungutbi
aya 

Draf 

PerjanjianKinerj

a danIndikator 

KinerjaUtamaPD

danLaporanKine

rja 

PenangananPengaduanpadajamd

anharikerjamelalui: 
 

1.SMS:Kasubbag. KInerjadanRb; 

mailto::%20bagianorganisasiloteng@gmail.com
mailto::%20bagianorganisasiloteng@gmail.com
mailto::%20bagianorganisasiloteng@gmail.com


 
   Samarinda Cq. 

KepalaBagianOrganis
asi. 

b. JPMenerimadanmenc
atat surat 
kedalam
 lembar
disposisi. 

c. Kepala
 Bagian
memberikan 
disposisikepadaKepal
aSubbBagian 
 Yangm
embidangi. 

d. Kasub
Bagianmenyusunjadw
alpendampingandan
membuat 
suratbalasan. 

e. JPMenyampaiansurat
dan
jadwalpendampingan
. 

f. Melaksanakan
pendampingan 
penyusunanSAKIP 

   2. Surat Aprisiasi/Saran/Kritik 
dandimasukkanpadakotakapris
asi/saran/kritik 

3. Web; 
4. Email:bagianorganisasiloteng@gmai

l.com  

 
 

KEPALA BAGIAN ORGANISASI 
 
 
 

mailto:bagorsd@gmail.com
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